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ABSTRAK

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan
kebijakan otonomi daerah. Namun pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah
yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih
banyak terjadi kesenjangan. Ketidaksiapan terhadap sistem pemerintahan daerah
dan otonomi daerah sehingga menimbulkan kesenjangan pada pembangunan suatu
daerah, selanjutnya terkait ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan
pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam membiayai belanja daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah
daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta
tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian
pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu melalui pengukuran Kkinerja
keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode
tahun 2017-2021 yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi
Bali. Pengujian variabel penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji
asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan aplikasi IBM SPSS Statistic versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di
Provinsi Bali.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal,
kinerja keuangan pemerintah daerah



THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE,
BALANCING FUNDS AND CAPITAL EXPENDITURES
ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF
LOCAL GOVERNMENTS

Ni Ketut Cintiari Kartikaningrum
1915644069
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Bali is one of the provinces in Indonesia that has implemented regional
autonomy policies. However, in reality, the regional autonomy policies
implemented by the central government have not been running smoothly due to
significant disparities. The unpreparedness of regional government systems and
regional autonomy has resulted in disparities in the development of certain areas.
Moreover, there are issues related to fiscal dependence, subsidies, and central
government assistance, which demonstrate the limitations of Local Government
Revenue (PAD) in financing regional expenditures. In this regard, local
governments must be proficient in managing their governance to establish good
governance and conduct periodic evaluations of their performance through
financial performance measurements.

This research aims to examine the effect of local government revenue,
balancing funds, and capital expenditures on the financial performance of local
governments. This research analyzes secondary data sources, including the Budget
and Expenditure of Local Government and the Realization of Budget and
Expenditure of Local Government in Bali Province for the period from 2017 to
2021, obtained from the Central Bureau of Statistics of Bali Province's website. The
research variables were tested using descriptive analysis, classical assumption
tests, and hypothesis testing through IBM SPSS Statistics version 26.

The results of the study show that both partially and simultaneously, local
government revenue, balancing funds, and capital expenditures have a positive and
significant influence on the financial performance of local governments in the
districts/cities of Bali Province.

Keywords: local government revenue, balancing funds, capital expenditures,
financial performance of local governments.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah
menerapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini diawali dengan
penyerahan wewenang atau tanggungjawab yang bersumber dari
pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Kebijakan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan disahkannya UU Nomor
22 Tahun 1999 (lalu diganti menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan
kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014) mengenai
Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 (lalu jadi UU Nomor
33 Tahun 2004 kemudian mengalami revisi menjadi UU Nomor 1 Tahun
2022) mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kesempatan
yang sama untuk meningkatkan pelayanan publik yang sebelumnya
tertinggal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk
memajukan daerahnya dan mengantarkan masyarakat menuju keberhasilan
atau dapat mensejahterahkan masyarakat melalui potensi dan kemampuan
yang ada di masing-masing daerah.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan
pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak

terjadi kesenjangan. Ketidaksiapan terhadap sistem pemerintahan daerah



dan otonomi daerah sehingga menimbulkan kesenjangan pada
pembangunan suatu daerah. Adapun bentuk kesenjangan yang terjadi telah
menghasilkan suatu konsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan
pada sebagian wilayah (Saeful Kholik, 2020). Kesenjangan selanjutnya
yakni ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat
sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
membiayai belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata tanpa
diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Gita Dinata,

2013).

Ry coenase Radizac Bodangs C o0t Tawran fBaalsic Eclora Dacah (Ral

Sumber: Lampiran 10 (data sekunder diolah), tahun 2023

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Realisasi APBD
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
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Gambar 1.2 Grafik Proporsi Komponen APBD
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020
hingga 2021 menimbulkan dampak penurunan dalam pembangunan dan
pertumbuhan  perekonomian, khususnya pada sektor pariwisata.
Pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk menutup semua akses terkait
sektor pariwisata dan pembatasan sosial berskala besar menjadi salah satu
penyebab dari penurunan perekonomian. Hal tersebut tentu tidak terlepas
pada provinsi Bali yang juga terkena akan dampak masa pandemi tersebut.
Berdasarkan data yang bersumber pada www.bi.go.id menyatakan bahwa
Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Bali tahun 2020 hingga
2021 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan anggaran pada
komponen Pendapatan Asli Daerah. Penurunan PAD sejalan dengan
perkiraan masih terbatasnya aktivitas dari pariwisata dan daya beli
masyarakat sehubungan dengan keberlanjutan pandemi COVID-19 di tahun

2021 yang berpengaruh pada penurunan pendapatan daerah. Adapun pada


http://www.bi.go.id/

anggaran pendapatan gabungan kabupaten/kota di provinsi Bali
bahwasannya terdapat lebih tingginya anggaran pendapatan transfer (dana
perimbangan) dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya yakni
terbatasnya perolehan pendapatan daerah dari pajak daerah (pajak hotel,
restoran, hiburan) serta retribusi daerah wisata sehubungan dengan sektor
pariwisata yang belum sepenuhnya pulih mempertimbangkan penurunan
kinerja pendapatan asli pemerintah daerah akibat pandemi COVID-19 serta
upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penanggulangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai
dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola
pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian
pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran Kinerja
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam
mencapai pemerintahan yang baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah
dikelola melalui manajemen keuangan daerah yang berkaitan dengan
konsep New Public Management. Penerapan konsep New Public
Management telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor
publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis,
dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan
lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep New Public Management
dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi
manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau

desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut



juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat. Konsep ini mengharuskan pemerintah
untuk melaksanakan anggaran yang berbasis Kkinerja dimana
pelaksanaannya harus bersifat transparan dan akuntabel. Dengan demikian
tata kelola pemerintahan yang baik akan dapat tercapai.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang
dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Adapun alat pengendali
sekaligus alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan
anggaran pemerintah yang direalisasikan melalui belanja pemerintah dapat
menggunakan skema alat ukur yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA). IKPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Belanja, dengan memfokuskan pada prinsip metode Value For
Money. Metode ini merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah
daerah mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparan,
ekonomis, efisien, efektif , dan akuntabel. Sehingga metode ini sangat
dibutuhkan sebagai pendukung dalam pengelolaan keuangan daerah. (Putra

dan Wirawati, 2015).



Berikut adalah perhitungan persentase pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Bali tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021

Kab. Jembrana  121.342.475  126.477.267  133.698.784  148.045.103  185.004.035
Kab. Tabanan 426.635.751  363.370.469  354.558.239  313.042.530  362.314.631
Kab. Badung 4.172.457.396 4.555.716.407 4.835.188.460 2.116.974.302 1.750.345.226
Kab. Gianyar 662.753.475  770.204.849  997.478.368  545.869.873  430.172.109
Kab. Klungkung 153.210.776  186.974.284  225.063.772  220.893.875  254.494.496

Kab. Bangli 104.592.163  122.686.254  127.040.436  104.325.150  163.537.096

Kab.
Karangasem

Kab. Buleleng 455.195.426 ~ 335.555.494  365.595.301  318.986.891  391.988.445

198.575.057  200.361.247  233.013.033  219.176.733  252.688.747

Kota Denpasar ~ 1.008.710.712 940.110.335  1.010.779.481 731.261.281  792.362.414
Provinsi Bali 3.398.472.278 3.718.499.635 4.023.156.316 3.069.474.218 3.117.070.009

Sumber: Lampiran 10 (Data sekunder), tahun 2023
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Sumber: Lampiran 10 (data sekunder diolah), tahun 2023

Gambar 1.3 Persentase Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa
pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga
2021 cenderung mengalami fluktuasi dari segi pertumbuhannya. Dapat
dilihat pada pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dan
Gianyar mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dapat dilihat
melalui persentase pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan 56% pada
Kabupaten Badung dan penurunan 45% pada Kabupaten Gianyar. Pada
tahun 2020-2021 juga mengalami penurunan yaitu 17% pada Kabupaten
Badung dan 21% pada Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk pertumbuhan
pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali lainnya mengalami
kenaikan pada tahun 2021. Sejalan dengan yang kita ketahui bahwa pada
tahun 2020-2021 terjadi kasus pandemi COVID-19 yang melanda
Indonesia, hal ini tidak terlepas bahwa Bali juga mengalami masa pandemi
COVID-19. Hal itu mengakibatkan pergerakan atau pertumbuhan
perekonomian mengalami penurunan, yang berdampak pada pendapatan
asli daerah pada tiap daerah mengalami penurunan karena penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi COVID-109.

Pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin tinggi dan tiap
tahunnya bernilai positif mencerminkan bahwasannya pertumbuhan
pendapatan daerahnya mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan
bahwa pendapatan asli daerah ialah pendapatan daerah yang diperoleh

berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan asli daerah



bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah. Pendapatan asli daerah mempunyai keterkaitan dalam menentukan
kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-
program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta melindungi dan
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sumber pendapatan daerah lain yang memiliki peran penting pada
struktur APBD ialah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan
pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana
alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum (DAU)
merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tingginya dana alokasi
umum yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin rendah kinerja
keuangan pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Dana Alokasi Khusus (DAK)
merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi
umum dan dana bagi hasil. Tujuan dari dana alokasi khusus untuk
mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh

pemerintah daerah. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada



kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana
dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis jangka
panjang. Dana alokasi khusus diberikan bertujuan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupkan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum
mencapai standar tertentu dan guna mendorong percepatan pembangunan
daerah.

Salah satu kegiatan belanja daerah juga turut berperan dalam
menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-
potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan kuaitas pelayanan publik pada suatu daerah. Salah
satunya yakni belanja modal. Belanja modal merupakan belanja pemerintah
yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan
daerah. Kegiatan belanja modal dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi
yang dilakukan pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan
belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit.
Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan
sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas
umum. Berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah,
mampu mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, sehingga

berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada masa yang akan
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datang, perekonomian daerah yang semakin berkembang dan dapat
menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan
porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal
ditambah dengan belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah
yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena
itu, semakin tinggi angka rasionya maka semakin baik pengaruh terhadap
kinerja keuangan daerah. Sebaliknya semakin rendah angka rasionya maka
semakin buruk pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti mengenai pengaruh
pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ialah
penelitian Hasna dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan
asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Novia
dan Ayu (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana
perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah yang memberikan indikasi bahwa semakin
meningkatnya perolehan pendapatan asli daerah dan penerimaan dana
perimbangan dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan akan hasil penelitian yang sebelumnya beserta fenomena
yang terjadi seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini

dilakukan penelitian mengenai faktor apa yang mempengaruhi Kkinerja
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keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam
penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021)”.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga
20217

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga
20217

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Kkinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga
20217

4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal
berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021?

. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah melalui pengukuran metode Value For
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Money terkait konsep New Public Management pada Pemerintah Daerah

Provinsi Bali periode tahun 2017 hingga 2021 saja.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Untuk dapat mengetahui pendapatan asli daerah berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021.

Untuk dapat mengetahui dana perimbangan berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Bali Tahun 2017 hingga 2021.

Untuk dapat mengetahui belanja modal berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Bali Tahun 2017 hingga 2021.

Untuk dapat mengetahui pendapatan asli daerah, dana perimbangan
dan belanja modal berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja
keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Tahun 2017 hingga 2021.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini secara garis besar bermanfaat untuk

mengetahui pendapatan asli daerah , dana perimbangan dan belanja
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modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.

Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi Politeknik Negeri Bali

Diharapkan dapat mengembangkan bidang pengetahuan
akuntansi terkhususnya akuntansi pemeritahan dalam rangka
memperluas pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliahan
khususnya pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
Bagi Mahasiswa

Mendapatkan kesempatan dalam memperluas wawasan serta
pengetahuan mengenai dunia pemerintahan dan berkesempatan
untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan
serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian
selanjutnya.
Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan solusi alternatif pemecahan
masalah yang terjadi dalam keterkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah yang berupa pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan belanja modal yang mempengaruhi kinerja
keuangan sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan

potensi daerah secara optimal.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Penelitian ini meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka

ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali
Periode Tahun 2017 hingga 2021.

2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode
Tahun 2017 hingga 2021.

3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode
Tahun 2017 hingga 2021.

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode

Tahun 2017 hingga 2021.

14
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B. Implikasi
Penelitian ini mengharapkan implikasi yang positif diantaranya:
1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara teoritis,

penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan
wawasan pengembangan pengetahuan terkait pengaruh dari Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki
kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal menjadi lebih baik lagi sehingga
pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sesuai dengan konsep
New Public Management.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini diharapkan mampu
memperluas pengetahuan dan materi terkait akuntansi pemerintahan
pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dan dapat digunakan

sebagai sumber acuan untuk mahasiswa Politeknik Negeri Bali
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untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait variabel lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini.
C. Saran

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian yang telah diuraikan dan

diperlukannya saran sebagai bahan perbaikan diantaranya:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
diharapkan mampu mengelola dan meningkatkan potensi daerah
masing-masing agar dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian , tata kelola
pemerintah yang baik dan tujuan dari penerapan kebijakan otonomi
daerah berjalan dengan optimal.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki
kekurangan dari penelitian ini dengan menggunakan analisis rasio
lainya selain melalui pendekatan value for money , rasio pertumbuhan
dan rasio keserasian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah

daerah.
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